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SERI :
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NOMOR ©: TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

BUPATI BEKASI

a, bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah

Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Paraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekast
termasuk di dalamnya pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus
KORPAI, guna melaksanakan ketentuan pasal 48 perlu disusun
aturan pelaksanaannya kedalam organisasi dan tata kerja yang
meliputi kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta uraian fugas;

bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf ‘a di atas, maka susunan Organisasi dan Tata Kena

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI tersebut perlu ditetapkan

i F:

dengan Peraturan Bupatl.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Baral
{Berita Negara Tahun 1950);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Momar 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3880}



3. Undang-Undang Nomor 10 Taoun 2004 tentang Pembentukan

(4]

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
iIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Megara
Nomor 4389);

Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dagrah (Lembaran MNegara Repubiik Indonesia Tahun 2004
Momior 125, Tambahan Lembaran Negara MNomcr 44374
sebagaimana telsh divbah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomet 12 Tahun 2008 tentang Perubanan Kodua Atas
Undang-Undang Mormor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintanan
Dasrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2008
Nomor 58, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran MNegara
Nomor 4438): . :

. Peraturan Pemerintah Nomar 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemetintahar Antara Pemerintah, Pemerintabhan Daerah
Erovinsi. dan Pemeriniahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Reputlk Indonesia Tahun 2007 Nomor Bz, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737,

. Pgraturan Pemerintah Nomaoi 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Dasrah (Lembaran Megara Republik [ndonesia Tahun
2007 Nomor 89 Tambahan Lerabaran Negara Republik Indonesia
Nometr 4741},

Peraturan Menteri Dalam Megeri No. 17 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI;

Paraturan Daerah Kebupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemarintahan Kabupaten Bekasi (Lembaren Daerah
Kabupaten Bekast Tzhun 2008 Nomor )

[ ]



10. Peraturan Dasrih Kabupaten Sekasi Nomar 4 Tahun 20711 tertang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor 7
Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan . PERATURAN BUPAT!I BEKASI TENTANG ORGANISAS! DAN TATA

KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURLIS KORPRI

BAE |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengar. :

REae dEr

o

Daerah adalah Kabupaten Bekasi;

Pemarintah Daerah adalah Pemenntah Kaoupaten Bekasi;

Bupatl adalah Bupati Bekasi;

Sekrataris Daerah adalah Sekretaris Dasrar Kabupaten Bekasi:

Sekretariat adalah Sekretariat Cewan Pengurus Korpri Kabupaten Bekasi:
Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Bekasi;
Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawal Negeri Sipil yang diberi
tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pajabai yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan sesuai profesinys delam upaya mendukung kelancaran

tugas pokok Sekretariat. : .
BAB i
KEWENANGAN, KEDUDUKAM, TUGAS POKOK DAM FUNGS!
HBagian Kesaiu
Kewsnangan
Pasal 2

Sekrelariat mempunyai kewenangan memberikan pelayanan teknis operasional dan
adminsitrasi kepada Dewan Pengurus untuk mawujuckan vist dan misi KORERI.

|ad



Bagian Kedua -
Keadudukan

Pasal 3

(1) Sekretariat marupakan unsur pendukang teknis operasional dan administrasi pada
Dewan Pengurus, serta merupakan salah satu Lembaga Lain sebagal bagian darl
perangkat daeran.

2y Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional
berada di bawah dan bertanggunajawab kepada Dewan Pengurus dan teknis
administratil beranggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,

Bagian Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 4

Sekretariat mempunyal tugas pokok melaksanakan dukungan teknis operasional dan
administrasi kepada dewan Pengurus cakiem melaksanakan tugas dan wewenang untuk
mewujudkan visl dan misi KORPRI s2ra pembinaan terhadap seluruh unsur di
lingkungan Sekretarial.

Bagian Keempai
Fungsi
Pasal 5

Dalam menyelengoarakan {ugas pokok sebagalimans dimaksud Pasal 4 Peraturan Ini,
Sekretariat mampunyai fungsi :

3. perumusan kebijakan teknis Kesatuan Bangsa dan Politik , melputi hubungan antar
lembaga, Kesatuan Bangsa dan demokrasi, sera hetahanan masyarakal dan
penanganan konflik |

penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kenasama;

nenyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga seni, budava. mental dan rohani;

a p o

penyelenagaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan sosial;

. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan  kegiatan Sekretarial Dewan
Pengurus KORPRI Kabupaten;

. pelaksanaan ugas lain yang dibarikan oleh Sek’=taris Daerah dan Ketua Pengurus

Dawan KORPRI| Kabupaten.




BAB 1l
ORGANISASI
Bagian Fesaly

Unsur-unsur Organisasi

Pasal &

Sekretariat terdirl dar unsur-unsur ;

a,

b.

(%)

(2)

i3)

Pimpinan adalah Sekraetaris;

Pambantu Pimpinan adalah Sub Bagian Umum dan Kerjasama, Sub Bagan
Qiahraga, Seni, Budaya, Mental dan Fﬁ.ahani. serta Sub Bapian Usaha dan Bantuan
Sostal;

Palaksana Teknis;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Fasal 7

Organisasi Sekretariat terdiri dari

a. Sekretaris;

b, Kepala Subbagian Umum dan Kerjasama;

c. Kepala Subbagian Olahrags. Sen, Budaya, Mental dan Rohani;
d. Kepala Subbagian Usaha Bantuan Hukum dan Sosial.

Di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD. Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, Kecamatzn. Kelurahan dan Desa dapat dibentuk Pengurus Unit
KORPAL

Pengurus Unit KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (3], dibentuk
berdasarkan musyawarah tingkat unit dan dikukuhkan oleh Dewan Pengurus
KORPRI Kabupaten.

Sekretaris Unit KORPRI bukan merupakan jahatan strukiural dan dijabat secara
ex-officio,



(5)

(1

(€)

Bagan Struktur Organisasi Saxretanal sebagaimana dialur dalam Peraiuran
Daerah Kabupaten Bekasi Momor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi
Perangkat Dasrah.

Bagian Keliga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
FParagraf Partama
Sekretans
Pasal &

Sekretars mempunyal tugas memimpin penyeienggaraan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Sekretariat sehagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5

Peraturamn mni.

Lraian Tugas

a2 merumuskan, menstapkan serta melaksanakan Rencana Stralegis dan
Rencana Karja Sekretariat Dewan Tengurus KORPRI dalam rangka
kelancaran tugas; :

b. mempersiapkan bahan-bahan SPJPD. RPJMD dan RKPD dalam bidang
pembinaan KORPRI sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKFD
Kabupaten;

c. mempersiapkan bahan-bahan LPPD dan LPPD akhir masa jabatan bidang
pembinaan KORPRI sebagai hahan menyusun LPPD dan LPPD akhir masa
jabatan Kabupaten,

4. mempersiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dar akhir masa jabatan
Bupati pada bidang pembinaan RORPRY,

a. menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat KORFRI sebagal
pertanggungiawaban kepada Bupati;

¢ membina dan mengevaluasi program dan kegiatan Sekretariat KORPRI.

g. menyelenggarakan fasiltasi dan pemberian dukungan penyeienggaraan
pembinaan dan penoemiangan olah raga;

h.  menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, surat menyuras, tata usaha
dan kepegawalan;

i menyelenggarakan kegialan penyusunan program anggaran dan kegmatan
KORPR! Kabupaten Bekacih:



menyelenggarakan kegiatan kerasama dengan instansi pemerintah maupun
pihak ketiga.

menyelenggarakan fasilitasi dan pemberian dukungan penyelenggaraan
pembinaan dan pengembangan seni dan budaya.

menyelenggarakan fasiilasi dan pembenan dukungan pelaksanaan
pembinaan mantal dan agama;

menyelenggarakan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya sera
pembinaan mental dan rohani denpan sub unit kera [ain di lingkungan
Sekretariat;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data nasil
kegiatan urusan olakraga, seni, budaya, mental dan rohani:
menyelenggarakan fasilitasi dan  pemberian  dukungan  pelaksanaan
penyusunan rumusan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan:
menyelenggarakan fasiiasi Jdan pemberian dukungan pelaksanaan
neningkatan kesejahieraan anggola;

menyelenggarakan fasitasi can  pemberian  dukungan peiaksanaan
penyusunan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota dalarm keadaan
sakit, kematian, kebakarar, bencana alam Jdan musibah lainnya,
menyelenggarakan fasilitasi dan pemberian  dukungan pelaksanaan
pemberian bantuan dan dukungan ferhacap permasalahan kedinasan;
menyelenggarakan  fasilitasi can  pemberian  dukungan pelaksanaan
pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan hukum dan sosial;
menyelenggarakan koordinasi kegiatan usaha, peningkatan kesejahteraan
anggota dar pemberian bantuan hukum dan sosial cengan sub und xena lain
di lingkungan Sekretanat;

menyusun program dan pewnjuk teknis penyslenggaraan operasional
Sekretariat,

mengawasi can mengendalikan program kegiatan dan anggaran bidang
pembinaan KORPRI; »

menyelenggarakan koordinasi dan konsulasi dalam kegiatan dalam rangka
pembinaan KORFRI;

mengevaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan i lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangan-
undangan yang berkaltan dengan lingkup tugasnya sebagal pedoman daiam
melaksanakan tugas;
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mesnberikan saran dan pertimbangan teknis kejada Bupatr;

meniiai hasil kerja bawahan dengan jalay memanitor dan mengevaluasi hasil
keranya untuk bahan pengembangan kariar,

menyalenggarakan admiristras keuanga.n dan aset daerah di lingkungan
Sakretariat Dewan Pengurus KORPAL

mengawasl dan mengendalikan celaksanaan anggaran pada Sekretanal
Dewan Pengurus KORPRI |

mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam
penguasaan Sekretariat Diewan Pengurus KORPRI Daerah;

meryampaikan Laporan Kguangan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Daerah kepada Dinas Pandapatan, Pargelotaan heuangan dan A selagal
nahan penyusunan Laporan Keuangan Dasrah;

mempelajar, memahami dan melaksanakan paraturan perundang-undangan
vang berkaitan dengan lingkup tugas nzda Sekretariat Dewan Pengurus
KORPR! sebagal pedoman daiam Melaksanakan twgas,

melaksanakan koordinasi dangan Sekretarls Dasran maupun Satuan Kerja
Perangkat Dasrah lainnya sesuai dengan lingkup tugas pada Sekretanat
Dewan Pengurus KORPRI |

membagi tugas kepada bawahan agar selaksanean tugas dapat berjalan
lancar sesual dengan ketentuan yang Derlaku;

memhbina bawahan agar Japat metaksanakan lugas barjalan sesuai dengan
pedoman dan katentuan yang barlakuy

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan
karier,

menyampaikan laporan hasil pelaksanazn ugas kegiatan kepada Bupal
melalui Sekretaris Daesrah; dan

melaksanakan tugas kedinasan iainnya yang diberikan oleh Bupati;

Paragraf Kedua
Sub Bagian Umum dan Kerfasama
Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kerasama mempunyal tugas pokok merencanakan

kegiatan, melaksanakan, membagi TUGaSs dan mengontrol urusan ketatausahaan,

keuangan dan Kernasama.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai fungsi |



a. perencanaan kegiaian kelatausahaan, adminisiras: keuangan dan kejasama;

b. pelaksanaan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kerjasama.

c. pembagian pelaksanaan Ugas Letatausakaan, administrasi keuangan dan
kerjasama; dan

d. pelaksanaan fugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kerjasama dipimpin oleh secrang Kepala, mempunyal uraian

tunas sebagal berkut |

a.
b.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Urnum dan Kenasama;
menyiapkan bahan rencana strategis' dan rencana kerja Sub Bagian Umum dan
Kerjasama:

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesual bidang tugasnya sebagal
bahan penyusunan RPJPD dan RPJIMD Kabupaten;

mangumputkan bahan-bahan LFPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bagian
Umum dan Kerjasama sebagai bahan penyusuran LPPD tahunan dan LPPD lima
tahunan Kabupaten;

menyiapkar bahan-bahan LKP.J akkir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
menghimpun  dan  mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rancana kinera (RENJA) Sub Sagian Umum dan Kerjasama;

menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (ArA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Sub Baglan Umum dan Kerjasama;

menyelenggarakan dar mencoordinasikan kegiatan administrasi ketata usahaan,
kehumasan, perlengkapan, perbekalan, inventaris barang dan aset, administrasi
Wepegawaian, administras! keuangar sena administrasi kerjasama sesuai dengan
peraturan parundang-undangen yang barlak;

menghimpun bahan-bahan metunjuk  teknis  penyelenggaraan a2aministrasi
ketatausahaan, kehumasan, perlengkaparn, perbekalan, inventaris barang dan
aset. administrasi  kepegawsaian, administrasi  keuangan seria administras:
kenasama,

menyelenggarakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;

melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selatyu Pejabat Penatausanaan
Keuangan di lingkup Sekretariat sesus dengan peraturan perundang-undgangan
meneliti kelangkapan SPP-LS pengagaan barang dan jasa yang disampalkan oieh
hendahara pengeluaran dan diketahuy disatujui oleh PFTK;



2.

meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan
PNS serta penghasilan lainrya yang ditetapkan sesual dengan ketentuan
perundang-undangan yang dizjukan oleh bendahara pengeluaran;

melakukan veritikasi SPP;

menylapkan SPM;

menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi penerimaan kas,
akuntans pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas:
manyusun laporan realisast anggaran Cekratariat setiap bulan dan trowulan;
menyusun laporan neraca dinas satiap trivulan dan akhir tahun,

menyusun catatan atas laporan keuangan;

melaksanakan pengelolaan gajl dan tunjangan pegawal neger sipil di lingkup
Sekretariat:

melaksanakan penyusunan Dafiar Barang Sekretariat menurut pengolcngan dan
kodefikasi barang;

melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam kartu Inventaris Barang A, B,
G, D, EdanF;

melaksanakan dokumentasi kapemilikan barang selain kendaraan, tanah dan
bangunan;

melaksanakan peryianan bahan sensus barang milik dagrah di Sekretanat
sebagai bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang
milik pemerintah daerah;

mendistribusikan  perlengkapan  dag kepeﬂﬁan alat tulis Sekretariat (ATK)
Sekretariat:

menganalisa dan menyusun usuian nenghapusan aset Sekretanal untuk diajukan
kepada instansi terkait;

menyusun bahan pengajuan penetapan  status untuk  penguasaan  dan
penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan
lainnya yang ;,ah'.

melaksanakan pencatatan den inveniarisasi barang miiik daerah yang berada
dalam penguasaan Sekretariat;

menyusun ustlan pemindahtanganan barang milik daerah berupa fanah dan/atau
bangunan yang iidak memeriukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah
selain tanah dan bangunan;

melaksanakan urusan adminisrasi kepegawaian lingkup Sekretariat meliputi
layanan administrasi kenaikan panghat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut
kepangkatan (DUK}, data pegawa’, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsuy,
tunjangan anak atau keluarga, Askes, Taspen. tapeum, pensiun, membuat usuian

1
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tormasi pegawal, membuat ssulan izin pefajar, membuat usulan e diklat,
kesejahteraan pegawal, penyesualan jazah. usulan pemberian penghargaan,
memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional,
pembinaanteguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai
aturan yang berlaku, membuat konsep pemberian zin nikah dan cerai, membuat
usulan pemberhentian dan pengangkatan dan can dalam jabatan, membuat dan
atau mengusulkan perpindahan atau mutasi pegawai sesual gengan peraturan
yang berlaku, melaksanakan pengelolaan Dafiar Penilaian Pekerjaan Pegawal
(DP-3);

melaksanakan, meiaporkan dan mengevaluasi kegiatan scministrast kerjasama
dengan Instansi pemerintah maupun dengan pihak ketiga:

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisas! permasalahar di fingkup
tugasnya serta mencarl alternat'f peirecahannya,

mempelajar, memahami dan raalaksanakan peraturan perundang-undangan yang
barkaitan dengan bidang tugasiya sebagal pedoman dalam pelaksanaan wgas,
memberikan saran dan pertimbangan feknis kepada atasan

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

member petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan psdoman dan ketentuan yang beriaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevalJas: hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier, dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan cleh atasan.

Paragraf 3
Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaye, Mental dan Rohani
Pasal 11

Sub Bagian Olahraga, Seni, Sudaye, Mental dan  ohani mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan
bidang olahraga, seni, budaya, mental dan rohgAl.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagian Olahraga, Seni, Buday3a, Menial dan Rohani mempunyal fungsi :

3, perencanaan kegiatan urusan clanraga. seni. hudaya, mental dan rohani;

b. pelaksanaan urusan olahraga. seni, budaya, menia dan rohani;

c. pembagian peiaksanaan fugas urusan olahraga, seni, budaya, mental dan
rohani; dan



d.  pelaksanaan tugas lzin yang gibenkan cieh atasan sesual dengan tugas dan
fungsinya,

Pasal 12

L

Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Ronani dipimpin oleh seorang Kepala,

mempunyai uraian ugas sebagal berikut :

a.

Cr

i

.
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meamyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya.
Mental dan Rohani;

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bagian Olahraga,
Seni, Budaya, Mental dan Rohani;

menyiapkan bahan-bahan REJ2D dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagal
bahan penyusunan RFJPD gad RP.'MD Kabupaten:

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bagian
Olahraga, Seni, Budaya, Mantal dasy Bohani sebagai bahan penyusunan LPPD
tahunan dan LPPD lima tahunan KabJapaten,

menylapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan aknir masa jabatan Bupati |
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA} Sub Bagian Olahraga. Senl, Budaye, Mental dan Rohani:
menyusun Fencana Kegiatan Angjaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran {DPA) Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohant
mealaksanakan fasilitasl dan pemberian dukungan penyelenggaraan pembinaan
dan pengembangan olah raga;

malaksanakan fasilitasi dan pemberiar: dukungan penyelenggaraan pembinaan
gan pengembangan seni dan budaya,

melaksanakar fasiitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan pembinzan mental
dan agama,

melaksanakan koordinasi kegaian o'ah raga. seni dan bucaya serta pembinaan
mental dan rohani dengan sub unit kevja ‘ain di lingkungan Sekretanat;
menghimpun, mengolah dan menganslisa data serta penyajian data has'| kegiatan
\rusan oclahraga, seni, budaya, mental dan rohani;

melaksanakan koordinasi dengan sub bagian fain;

menyusun bahan iaporan akurtabilitas kerja;

menyusun pertanggungjawabarn laporan keciatan dan keuangan:

melaksanzkan program  pengawasan internal  di lingkungar  Sub Baglan

Oiahraga, Seni, Budaya, Mental dan Fohani;
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mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
wetentuan-ketentuan yang berkailan dengan bidang tugasnya sebagal pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
membarikan saran dan pertimbangan teknis bideng tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas can menginventarisasl permasalahan di lingkup
rugasnya serta mencar aitern atif pernecahannya;
membani tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan fugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaky
membimbing atau memberikarn petunjulk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar;
menilai hasii kera bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
warer,
melaporkan Yasl pelaksanaan tigas dan/atau kegi ian kepada atasan:
metaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4

Sub Bagiar Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial
Pasal 13

Sub Baglan Usaha, Bantwan Hukum dan Sosial mempunyal tugas pokok
merencanakan kegialan, melaksanakan, membag: tugas dan mengontrol urusan
hidang usaha, bantuan hukun dan sosial.

Dalam menyeienggarakan tugas pokok sebagainana dimaksud pada ayat (1). Sub

Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan urusan usaha, bantuan hukum dan sosial;

b. pelaksanaan urusan usaha, bantuan hukum dan sosial;

¢c. pembagian pelaksanaan wgas urusan usaha,. bantuan hukum dan sosial
dan

d. pelaksanaan wgas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Paszal 14

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial dipimpin oleh secrang Kepala,

mempunyai uraian tugas sebagai berilt |

=

manyusun rencana kegiatan dan anguaran Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum

dan Sosial:

-
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menyiapkan bahan rencana strategis oan rencana kerja Sub Bagian Usaha,
Bantuan Hukum dan Sosial:

menyiapkan bahan-bahan RP.JPD dan RPJMD sesuai bidang iugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPIMD Kabupatan:

mengumpuikan bahan-bahan LPPD tahunan dan LFPD ma tahunan Sub Bagian
Usaha, Bantuan Hukum dan Sosizl sebagal bahan penyusunan LPPD tahunan
dan LPPD lima tahunan Kabugaten;

menyiapkan bahan-bahan LKP | akhir tanun dan akhir masa jabatan Bupati
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA} Sub Bagiar Usaha, Bantuan Hukum dan Sosia.
menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (HKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial;

menylapkan bahan pelaksanaan kagiaan bidang usaha, bantuan hukum dan
sosial;

melaksanakan fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan penyusunan
rumusan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan:

melaksanakan fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan peningkatan
keselahteraan anggota;

melaksanakan fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan penyusunan
kebijakan psmberian bantuan kepada anggota dalam keadazan sakit, kematian,
kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya;

melaksanakan fasilitasi den pamberian dukungan © laksanaan pemberian bantuan
dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan,

melaksanakan fasiitasi dan pembarian dukung™n pelaksanaan pemberian bantuan
dan dukungan terhadap permasalahan hukum dan sosial:

melaksanakan koordinasi kegiatan usaha, peningkatan kesejahteraan anggota dan
pembarian hantuan hukum den sosial dengan sub unit kerja lain di lingkungan
Sekretariaf;

menghimpun, mengolah dan menganaiisa dala serta penyajian data hasil kegiatan
Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum can Sosial!

menyusun bahan laporan akirtabiltas kera;

menyusun perianggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan:

melaksanakan program pencawasan internal  di lingkungan  Sub Bagian
Usaha, Bantuan Hukum dan Scsial;

mempelajari, memahami dan melaksanakan paraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

14
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memberikan saran dan periimbangan ieknis bidang tugasnya kepada alasan:
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingxup
tugasnya serta mencari alternatif pemeacahannya;

membagl tugas kepada bawshan untuk kelarcaran pelaksanaan tugas sesual
dengan ketentuan yang beriaku

membimbling atal memberikar. petunjuk kepada bawalan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secard berjenjang untuk bahan mengembangkan
rarier.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional
Paszai 15

Kelompok Jabatan Fungsiona! mempunyai Wwgas pokok melaksanakan sebagian
kegiatan Sekretarlat sesual kebutuhan,

Kelompok Jabatan Fungsional dalarn melakisanakan tugas pokoknya bertangaung
jawab kepada Sekretaris.

Kelompok jabatan fungsional terdiri cari sejumlah tenaga dalam jenjarg jabatan
tungsional yang terbagi dalam berbagai kelompox sesual bidang keahliannya.

Setlap kelompok jabatan fungsicnal dipimpin oleh secrang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan
Sekretariat. *

Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifal, Jenis, kebutuhan
dan beban kerjanya.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai neraturan perundang-undangan
yang berlaku. '
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{2}

(3)
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BAB IV
TLETA KERJA
Bagian Kesatu
umum
Pzsal 16

Hal-hal yang menjadi tugas pokok Sekretariai r:.empahan salu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkar.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sskretariat oilaksanakan oleh Kepala-
Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya
masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat wajib menerapkan
prinsip koordinasl, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi,

Setlap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretadat wajib  memimpin,
mengawasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan,

Bagian Kedua
Felaporan
Pasal 17

Sekretaris waijib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Setiap pimpinan satuan organisasi i lingkungan Sekretariat wajib bertanggung
jawab dan menyampaikan laporan kapada atasannya masing-masing. sena
menyampaikan tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi
lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

FPengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada
ketentuan yang berlaku.

6



Sagian Keliga
Fal Mawakil
Pasal 18

Kepala Sub Bagian yang paling senior mewakili Sekretans sasual dengan Daftar Urut
Kepangkatan (DUK). apabila Sekretaris berhalangan dalam menjalankan tugas.

BAB Y
KEPEGAWAIAM
Pasal 19

(1} Sekretaris diangkat dan diberhzntikan oleh Bupati berdasarkan usulan Sekretaris
Daerah.

{2} Sekretarls wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat dan membuat
Dafiar Penilaian Palaksanaar Pgkerjaan (DP3) sesuai peraturan parundang-
undangan yang berlaku,

(3) Sekretaris wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawal
bawahannya sesual peraturan perundang-undangan yang beriaku.

(4t Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan vang besdaku.

BAE !
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Pemblayaan Sekretariat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bekasi dan sumber lainnya yeng san.

BA3 Wi
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturar ini sepanjang mengena IBKnis

nelaksanaannya akan diatur kemudizn

[y



Fasal 22

Peraturan ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 1 Juii Zont
BUPAT| BEKASI|
ttd

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 14 Juli 2ot

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

e w
H. DADAN
-l"'
BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2011 NOMOR
|



